
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG
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PEMERINTAH KOTA LANGSA

BI SMILLAHI RRAH MANIRRAHI M
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :4.

Mengingat : 1.

b.

C.

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O7O sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2OI2 tentang Pengadaan Barangl Jasa
Pemerintah, Daerah diwajibkan untuk mempunyai Unit
Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayananf
pembinaan di bidang pengadaan barangl jasa;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barangf
jasa sefara terintegrasi dan terpadu, perlu membentuk
Unit Layanan Pengadaan P,arangf Jasa Femerint-ah cii

lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg74 tentang Pokok-
Pokok - Kepegiwaian (Lembaran Negara , Republik
Indonesia Tahun 7974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
tellh diubih dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
Lggg tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun I9i4 tentang Pokok-Pokok Kepega'waian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
irlorrrur L6g, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstrlksi (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun
lggg Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Unrlang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJngga.u.ai Negara yang Bersih Bebas dan Korupsi,
Kolusi ait Nepotisme 

- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2.

-J.

4. IJnd"ang-Undang ..fi '



4. LJndang*Undang Nomor 3 Tahun 2OOl tentang
Pembeitukan (ota Langsa (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ool Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a 1 10);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuan{an Nega}a (Lembaran Negara R_epublik Indonesia
Tahun- 2003 -Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perbenfiaharaai Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
PemeriLtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kai'i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20OB tentang Peiubahan Kedua Atas Un{ang-l]ndang
Nomor 32 TEhun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik 

- 
Indonesia Tahun 2008

itlo*ot 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a84a);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38\;
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6.

7.

8.

10.

11.
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13.

g. Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang
pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 1L2, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
I\lo-or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
nepuUtit<-Ind"onesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/n19l1h -(LembaranNeglra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Taftbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609\ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah \omor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855);

Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lemba^ran Negara
Refiub[k IndonesiiTahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTat);

14,

15. Peratu run.'.fi*#



Menetapkan

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang
Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah sebagaimana telah
diudah beberapa k-i.li terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 tatrun 2A12 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 TahUn 2010 tentang
Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 17 Tahun 2AO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan. pgtg?4*el
Barang/Jasa Pbmerintah Nomor O02IPRT lKAlVUl 2AAg
tentan-g Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barangl Jasa Pemerintah;

19. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang
$.lsur*n organisaii dan Tata Kerja sekretariat Daerah
dan Sekretaiiat Dewan Perwakilan Ralryat Kota Langsa

{Lembaran Kota Langsa Tahun 2OOg Nomor 3};

2O. Qanun Kata Langsa Nomor 4 Tahun 2O0B tentang
du*uttat, Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
?eknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa
Nomor 4 Tah-un 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis 

- 
Daerah dan

Kecarnatan rota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun
2013 Nomor 4);

2 1. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2ol3 tentang
Pengelolaan Barang Milik l{ota (Lembaran Kota Langsa
Tah[n 2O1g Nomof 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa
Nomor 388); dan

22. Peratttran Walikota langsa Nomor 9 tahun 2OL2 tentang
Pembentukan Layanan Pengadaan BaranglJasa secara
Elektronik Kota Langsa {Berita Daerah Kota Langsa
Tahun 2013 Nomor 327l'-

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEIVIERINTAH

KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Langsa;

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan
Perangkat Kota;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat
SXPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota
L"amgsa;

5. Perangkat..il. -
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17.

Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota
dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri
dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK
Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP
adalah unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota
Langsa Non Struktural;
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh Barangf Jasa oleh Kementrian/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerahl Institusi
lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperolah Barang/ Jasa;
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kota atau pejabat yang disamakan
pada Institusi lain pengguna APBN/APBK;
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat KPA
adalah pejabat yang di tetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBK atau ditetapkan oleh Kepala Daeah
untuk menggunakan APBK;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya singkat PPK
adalah pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan
pengadaan barang I jasa;
Penyedia BaranglJasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan baranglpekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;
Pemilihan Penyedia BaranglJasa adalah kegiatan untuk
menetapkan kepada barang/jasa yang akan ditunjuk
untuk melaksanakan pekerjaan;
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan pengadaan langsung;
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, YanS dapat
diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh pengguna barang;
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisiknya;
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang megutamakan adanya pola pikir
(brairut-tarel;
Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware)
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa seiain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan barang;

18. Kelompok..4.t-



18. Kelompok Kerja pengadaan yang selanjutnya disingkat
Pokja adalah tim yang terdiri atas pejabat fungsional
pengadaan untuk bertindak sebagai panitia pengadaan
yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia
barangljasa di dalam ULP;

19. Kelompok Kerja pengadaan pekerjaan konstruksi adalah
Tim yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan
penyedia layanan pekerja pelaksanaan konstruksi atau
wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan
spesifikasi di tetapkan PPK sesuai penugasan KPA dan
proses serta pelaksanaannya di awasi oleh PPK;

20. Kelompok Kerja pengadaan jasa lainnya adalah tim yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa
selain jasa konsultansi jasa pemborongan dan pemasok
barang;

27. Sertifikasi keahlian Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa;

22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oieh ULP lPejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
proses pengadaan barang I jasa;

23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis arttara PPK dengan
penyedia barangl jasa atau pelaksana Swakelola;

24. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi
yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK/ ULP Penyedia Barang/ Jasa;

25. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar
untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi,
dan nepotisme dalam pengadaan barang ljasa;

26. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia
barangfpekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia
barangf pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
memenuhi syarat;

27. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia
pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan
jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

28. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia
barangljasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

29. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia
pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling
tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

30. Seleksi Umum dalah metode pemilihan penyedia jasa
konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;

31. Selek"i...'d



31. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa
konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp 2OO.OO0.OO0,OO (dua ratus juta rupiah);

32. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa yang
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh SKPK sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

33. Pengadaan secara elektronik atau E-Proanrement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi eiektronik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

34. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah LPSE Kota Langsa yang dibentuk
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik;

35. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola
oleh LKPP.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Langsa yang selanjutnya disebut
ULP.

TUJUAN

Pasal 3

ULP dibentuk dengan tujuan;
a. membuat proses pengadaan barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Kota Langsa menjadi lebih terpadu, efektif dan
e{isien;

b. menjamin adanya kepastian hukum daiam proses
pengadaan barang I jasa;

c. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi
menjalankan tugas pokok dan fungsi;

d. menjamin persamaan kesempatan, akses

SKPK dalam

dan hak bagi
penyedia barang/jasa;

e. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pada
masyarakatl

f. menunjang program pemerintah dalam meningkat daya
saing usaha; dan

g. menjamin proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan
oleh aparatur yang professional.

BAB III..4J'-



BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, TUGAS DA}I
KEWENANGAN ULP

pasal 4

ULP merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Langsa bersifat non struktural yang khusus menangani proses
pengadaan barang ljasa di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
dan melekat di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Langsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP mencakup pelaksanaan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

Pasal 6

ULP mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barangljasa

bersama PPK;
b. menJrusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

website Pemerintah Kota langsa dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE
untuk di urnurnkan pada Portal Pengadaan Nasoinal;

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
prakualifikasi atau paskakualilikasi ;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
menjawab sanggahan;
menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan
dokumen pemilihan penyedia barungljasa kepada PPK;
menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia
barangljasa;

i, mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan
rancangan kontrak kepada PPK;

j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Walikota;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/jasa kepada kepala daerah
PA/KPA;

l. men1rusun dan melaksanakan strategi pengadaan
barangljasa di lingkungan ULP;

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
menggunakan sistem pengadaan secara elektronik
di LPSE;

n. meiaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan
barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan

f.
(,
b'

h.

o. mengelala..d.! -



o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang
mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar
kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia'

Pasal 7

ULP Kota Langsa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
c. menetapkan pemenang untuk :

1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan baranglpekerjaan konstruksiljasa lainnya
y*g bernilai paling tinggi Rp 1OO.OO0.OOO'OOO,OO

(seratus miliar ruPiah); atau
2\ Seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp 10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah);

d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
Walikota untuk penyedia barangl pekerjaan konstruksil
jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.O00.0o0.ooo,oo

l**.*t** miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi
yang bernilai di atas Rp 1o.ooo"ooo.ooo,- (sepuluh miliar
rupiah) melalui KePala ULP;

e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa
y"rrF melakukan perbuatan dan tindakan seperti
penlpuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk
ait*rr.to*n sarksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan

f. mernberikan sanksi administrasif kepada penyedia
barang/jasa yarlg melakukan pelanggaran, perbuatan atau
tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
7O Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah.

BAB TV

ORGANISASI

Pasa-i 8

(1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari:

a. Kepala;
b" Sekretariat;
c. Kelompok Kerja, MeliPuti :

1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang;

2. Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi;
3. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi ;

4. KelomPok Kerja Jasa LainnYa.

(2) Bagan.d '



t2) Bagan struktur organisasi ULP sebagairnana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(U Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan
ULP;

b. menJrusun dan melaksanakan strategi pengadaan
barang/jasa ULP;

c. menJrusun program kerja dan anggaran ULP;
d" mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di

ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan
danf atau indikasi penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungiawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada
PAIKPA;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber
daya manusia ULP;

g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja
masing-masing;

h. mengusulkan penempatan/ pemindahan/
pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Waiikota
dan/atau PA/KPA; dan

i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 1O

{1} Sekretariat ULP, sebagaimana di maksud dalam Pasal I
ayat {1} huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.

tzl Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (U,
mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan
rumah tangga;

b. menginventarisasi paket-paket yang akan
dilelang/diseleksi;

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan Pokja ULP;

d. mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan
yang disampaikal oieh penyedia barang/jasa;

e. meagelola sistem pengadaan dan sistem informasi data
manajemen pengadaan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barangljasa;

f. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
g" melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan

dan menJrusun laporan; dan
h. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf

pendukung ULP dalam proses pengadaan barangljasa"

Pasal LL.:4t'\ -



{1)

Pasal 1 1

Susunan keanggotaan masing-masing pokja berjumlah
ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas :

a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga
perkiraan sendiri paket-paket yang akan
dilelang/seleksi;

b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuan kerja/spesilikasi teknis pekerjaan dan
rancangan kontrak kepada PPK;

c. menyusun rencana pemilihan penyediaan barangljasa
dan menetapkan dokumen pengadaan;

d. melakukan pemilihan penyedia barangliasa mulai dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai
dengan menjawab sanggahan;

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
Walikota untuk penyedia barang/ pekerjaan
konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai di atas
Rp IOO.OOO.OOO.OOO,OO {seratus miliar rupiah} dan
penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas
Rp 1O.OO0.0OO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah)

f. menetapkan pemenang untuk :

U Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket pengadaan barangl pekerjaan
konstrrrksi/ jasa lainnya yang bernilai paling
tinggl Rp 1OO.OOO.OOO.O0O,0O (seratus milyar
rupiah); atau

2l Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling
tinggt Rp lO.OOO,OOO.OOO,OO (sepuluh milyar
rupiah).

g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada
PPK melalui Kepala ULP;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan barang ljasa kepada Kepala ULP;

i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP
mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan
perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya; dan

j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli
kepada Kepala ULP.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT ULP

Pasal 12

{U Pengangkatan Perangkat ULP Pemerintah Kota Langsa
ditetapka* denga* Keputusan ulalikota berdasarkaE
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(21

(2) Dalam 4 -



{u

(2t

t2l Dalam melaksanakan tugasnya, ULP dapat dibantu oleh
tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 13

Perangkat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasai 72,
diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan
kemampual keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas ULP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
dengan SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
meliputi :

a. menyampaikan laporan secara periodik tentang
perkembangan pelaksanaan pengadaan;

b. mengadakan konsuitasi secara periodik atau sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka penyesuaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPK
dalam penyusunan perencanaan pengadaan
barangljasa; dan

d. melaksanakan pedoman dan petunjuk penyediaan
pelaksanaan pengadaan yang ditentukan oleh
Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

{U Dalam hal ULP belum mampu melayani kebutuhan
pengadaan seiuruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kota
Langsa, sebagaimana diatr-ir dalam Peraturan ini, maka
selama masa transisi PAIKPA dapat menetapkan Panitla
Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa
sampai dengan Tahun Anggaran 24L4.

{2} Panitia...



(2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki persyaratan keanggotaan, tugas dan kewenangan
sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan
kewenangan pokja ULP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Prosedur, mekanisme kerja dan hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2013 M

3 Dzulqatdah 1434 H

44. USMAN ABDULLAH

Diundangkan
pada tanggal

di Langsa
9 September 2013 M
3 Dzulqaidah 1434 H

4l-^sEKRETART

MUH

BERITA DAERAH

KOTA LANGSA,/

SYAHRIL

KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 420
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